Nomor: 18 Tatun ; 2397

Seri: )

Nomor: 16

PE :
RATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nemor - 1?2 Tahun 2002

] TENTAXNG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

\Nenimbang  : a. bahwz dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan
dzerah Kota Pekanbaru Tentang Rukun Teiangga dan
Rukun Warga. sesuai dengan Surat Keputusan Dewan
Perwakilan  Rakyal Dacrah Kota Pekanbaru Nomor
09/K ptsNPRD/2002 tentang  Persetujuan {ernadap
Rarcanzan Peraturan Dacrah menjadi Peraturan Dacizh
fota Pekanbaru:
b. bahwa pemberdayaan masyarakat dacrah diperlukan dalam

rangka meringhatkan kualitas dan peral sc:'ﬂz;ka mcr.ckz
dalam Pemerintahan, pembangunan dan liernasyarakata,

c. bahwa unruk mencapai maksud terscbul millab periu diatur
dan ditctapkan dalam suatu Pecraturan Dacrait.

. Tahun 195€ tentang
: . dang-undang ~ Nomor 8 i
Mengingat g l;n gm o Dacrah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Prop'msi Sumatera Tengah (Lémbaran Negara
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3 Ll.ndaflg-UI]d,ang NOm or 22

i Ltndang-'_mdang Nomor 25 Tahun 1999

0. 19) jo. U
1958 tentang Pcmbmml,a"nd%g“m‘hﬂg Nomor 6
Sumz[gra Barat,

. Swatantr
Jambi : 2 Tingkat |
1958 Nomo, | 12, dan Riay (Lembarag Negara Tahun

Pemenintahan Daerah )
Nomor 60). (Lembaran Nepara Tahun 1999

) ) tentang
Penimbangan Reuangan antara Pemeriniah  Pusa dan

Pacrah (Lembaran Negara Tzhun 1999 Nomor 72.
fambahan Lembaran Ncgara Nomor 3848).

Peraturan Pemerintzh Nomor 19 Tzhun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilavah Kotamadva Daerzh Tingkat T
Pekanbaru dan Kabupaten Daerzh Tingkat TT Kampar.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 1977 ientang Pendzfizran Penduduk:

ixcputusan Jresiden Republik Indonesia Nomor 56 Tzhun
1996 f(entang Buki Kewarga Neparaan Republik
Indonesia; '

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Tcknikk Pepvusunan Peraturad
P-rundang-undangzn dan benuk ranczngan  Undane-
undang, Rancangan Pcratwran Femenntah dan Rancangan
Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden Republik Indoassia Nomor 49 Tahva
2001 tentang Penataan Lembaza Ketshanzn Masyarakat
Decsa atau scrutan lain;

Pcraturan Dacrah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tzhun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organiszsi dan Taia Kerja
Schretariat Dacrah, Sckretariat Dewan Porwakilan Rakyat
Dacrah, Pemerintzh Kecamatan dan Kclurahan dalam
Kota Pekanbaru;
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MEMUTUSK AN
Menetapkan :})}-:k:xj‘(JRAN DAERAH  KOTA PEKANBARU
TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.  Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
b.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
¢ Walikota adalah Walikota Pekanbaru;

d  Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Dacrah Kota
Pekanbaru,

¢. [Kelurahan adalah perangkat D.erah Kota Pekanbaru dibawah
Kecamatan;

{  Camat adalah Kepala Kecamatan;

g.  Lurah adzlah Kepala Kiurzhan;
merupakan pelaksanaan

h. Keputusan Lurah adalah semua keputusan Yang P :
darli) [ebiiaksanaan dari Pemerintah atasani¥s dan kcbulz)m[snatr)\::gm};n@?‘g
Kelurahan yang meny angkut Pemerintahan dankc )ccnting:n Umum
Kelurahan sepanjang fidaK bertentangan dengan kel

maupun Peraturan Perundang-undangar yone bertake jam dalam suatu
i. R Jdalah Kumpulan Penduduk Y218 berdia a langsun
: ukun Tetangea 4 yang berinteraksi sccara 1angsung

Lokasi tertentu dalam suatd Kclurahg
maupun tidak langsung diantara mereka,
an
i Rukun Warga adalah kump@ Penduduk ¥
tetangga dalam suatll Kelurahan;

g berdiam dalam beberapa
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Warga Negara Asing yanp pe gara Indoper,

. rtempat ! 14 maupun
Tetangga dan lingkungan Warga pat tingpa| Tetap dalam Lingunoan

Z Keluarpa adalal )
1 Kepala 2t \ penangoun . .
kemasyarakatan terdaftar dala E8ung jawab anggol

m Kartu Keluarga: # Keluarya vang ecara
Swadaya Masyarakat adj] :
m. - alah  kemampuan darj o ;
vant. JAmpu Sualuy - Kelompok
:\.Aﬂszua:rmpcrnt : h:;: osadaran dan inisiap sendici mengadakan i e
kear h _cnu kebutuhan jangka pendek maupun janpa faniang
yang dirasakan dalam kelompok Masyarakat itu: B4 panjang

n. Gotong-royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah
melembaga serta mengandung Unsur-unsur  timbal balik: yvang bersifat

sukarcla an!ara warga Yang insidentil maupun berkelangsungan dalam
rangka meningkatkan Kescjahtcraan bersama baik material maupun
spiritual.

BAB I
BENTUK WADAH DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Organisasi masyarakat
dikelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemenntah Dacrah.

BAD Nl
MAKSUD. T UJCAN DAN DEMBENTURAN
Pasal 3

; iuan untuk:
Rukun Tetarosx dan Rukun Warza dibentuk dengan maksud dan tujuan 4
==

a. Meinelihara dan melestankan qilai-nilai  kehidupan masyarakal yang
berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan,

b. Meningkatkan kelancaran pclaksan.aan mgaia p;Tﬁ
dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyar ,' I

. Mcﬂghimpun seluruh polcnsi swadaya masyd
meningkatkan kesejahteraan .

rintahan. perencanaan
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Pasal 4

(1) Setiap Rukun Tetangga' terdii dag i

Keluarga dan maksimal 50 (limapuluh) Kepala al 30 (tigapuluh) Kepala

| , Keluarga,
(2) Scuap Rukun Warga terdin ‘dan schurano

Tetangga dan sebanyak-banyaknya § (lima) Ruma“g“-"" 3 (tiga) Rukun

ukun Tetangga.
Pacal s

(1) Pembentukan Rukun Tetangoa dimusvaw :
. . . . vawarahkan da ool
Ketua Rukun Warga dan Kepala Keluarea inighend n dimufakatkan oleh

(2) Pembentukan Rukun Warga dimusvawarahkan dan dimufakatkan oleh

Kepala Kelurahan dengan Pengurus Rukun Tetangga dan tokoh-tokoh
masyarakal.

(3) Hasil I\-‘lu?'_v:'zwmh dan Kemufakatan sebagaimana dimaksud avat (1) dan
(2) Pasal in1 dikukuhkan dengan Keputusan Lurah. .

(4) Keputusan Lurah sebagaimana avat (3) Pasal ini baru berlaku setelah
mendapat pengeszhan dari Camat atas nama Walikota.

B ABIV
KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK. HAK DAN KEWAIIBAN
Pasal 6

(1) ,é;nggota Rukun Tetangea adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam
artu Keluarga. - :

(Z) Anggota Ruk-.ni Wzrea adalah Runun 7 etangsa-Rukun Tetangga
disckitamya. '

Pasal

Tugas Rukun Tetaugga dan Rukun \Warga adalah :

. .
masyarakat vang berdasarkan Panca

2. Membantu ierwujudnya kelidupar
Sila dan Undang-undang Dasar 1943,

b. Menggerakkan Gotong Royong. swada
ya Ketentraman dan ketertib

kebersthan dzm_ keindaha

va dan Partisipas masyarakat;
an dalam masvarakat:

¢. Membantu terciptan
n lingkungan:

d. NMembantu terciptanya
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e. Membantu menyeba, luasi (132)
Pemenintah dan p : <an
CMerinta, D&Crah; mc“gamankan

{ Menjembatany hubup anta cliap Program
39012 masvaralkaf d.. r

angg varakat dengan Pemcdma; D Masyara}
Membantu  penvele aeraly; Varakat gyp,

o s NZgaraa
menjad langgung jawap, p N tugas

3

(1) Anggota Rukunp Tcmngga

benkut :

a. Mengajukan Usulap da
n d
dan Rukun Warga, Pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga

(2) Anggots Rukun Tetangoa dan Rulun w ,
—n . . — n \K ma m - . -
sebagai berkut - =4 mcmpunvai Kewajiban

a. Turut serta secara AkGf melaksanakan hal-

. i . hal vang menjadi tugzs
Pokok Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun

Warga;

b. Tuut serta secara Akuf melaksanahan Keputusan musyawarah Rukun
Tetangga dan Rukun Warga.

RAR V
PENGURUNS
Bagjan Pertama
Susunan
Pasal! 9
(1) Pengurus Rukun Tetangea terdiri dan :

a. Ketua.

0. Sekretaris.

<. Bendahara.
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d. Seksi-seksi :

1. Seksi Pemuda dan O, Rapa.

2. Scksi K-3 dan Gowng

Rovong.

w)
.

Scksi Sosial kemasvarakatan / Keagamaan

Schsi Pemberdavaan Wanita dan PRK.

"N Py

Scksi Kcanﬁnan.
(2) Pengurus Rukun Warpa Terdin Dan :

a. Ketua.

b. Sekretans.

c. Bendahara

Bagian Kedua
" Pemilihan dan Pengang}atan
Pasal 10

(1) Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 avat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Dacrah ini dipilth
langsung oleh seluruh Anggota Kepala Keluarga atau yang mewakili
dengan pemungutan Suara sckurang-kurangnya 2/3 dan Kcpala Kcluarga
atau vang mewakili.

(2) Pengurus Rukun Tetangga dan pengurus Rukun Warga scbag;imafu'
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, ¢ dan d Peraturan Dacrah
dirunjuk oleh XKetua terpilih melalui mus_vawa-:ah / mufakzt‘ dengan
anggota Rukun Tetargga dan anggeta Rukun Warga vang diwalili oich
Kepala Kcluarga atau Tokoh-tokoh masyarakat sctempal.

Pasal 11

acal 9 ayat (1) huref a dan
lih, Lurah dapat menunjuk
ra dilaksanakan

Dalam ha! Ketua sebagzimana diinaksud ¢:alam pa
i (¢ ' ini belum terp

ayai (2) huruf a Peraturan Jyacrah i

Kefua sementaa paling lama 6 tenam) bulan dan scge

pemilihan.
Pasal 12

oai Kema Ruku
( Warga Negara

tun Warea
.. n Tetangza dan Ru. . o
(1) Yang dapat dipith seba Indongesia vang menjadi anggo

adalah penduduk sclempd
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. Esa (bcragama)
Y Koo 132t kepada Pancasii, Ungang
uan dan Pemerintah Republik [J'ldoncsiadang Dasar 1945 Nepara
c. Berkelakuan baik, Jujur, adil, cerdas dan berwib
. ' awa.
d. Twdak dicabut hak plihnya berdasarks ) 2
. n

mempunyai Kekuatan hulum CPutusan pengadilan vans
¢. Schat jasmani dan rohanj.

f.  Dapat membaca dan menulis aksara latin,

pasti

g Telah bertempat tinggal te . -

dengan tidak terputus-putus d?;n fﬁﬁg ﬂm&f SR

(2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pengurus rukun Tetangga

Rukun Warpa sebagaimana dimaksud pasal 10 avat (2) adat;: m
sctempat Warga Negara Indoncsia yang terdaftar dalam Kartu Kcluz.rz:;
dan telah berusia 25 (dua puluh lima) tzhun dan maksimal 60 tahun steg
pemah kawin serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
a sampai huruf g pasal ini.

Pasal I3

(1) Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warpga dilaksanakan olech
suatu Panitia yang terdir dan :

a. Kepala Kelurahan atau Sckretads Kelurahan yang dimunjuk schagas
Penanggung jawab.

b. Pemuka Masyarakat setempat scbagai Ketua, Wakil Sekretans yang
dipiiih cleh anggota Rukun Tetangga/Rukun Warga.

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b,

c. Pemuk , dimaksud
CHuka masyami yons bat sebagai Ketua Rukun Tetangea

yailu orang yang fidak sedang menja

dan Rukun Warga. .
d. Beberapa Orang anggota yang ditentukan olch Ketua, bila dipandang
perlu. .
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tua I{ukUn Tet

dimaksud ayat (1) pasal inj dan Ry
S i ditctapkag U0 Warga sebaga;
disahkan oleh Camat Setempyaq 5. mm(:c‘:lg;:ixks[um Keputusan i‘fﬁ'm?‘fx?ﬁ
« & 0 a,

Bagian Ketiga
Kewajiban dap Hak
Pasal 14

(1) Pengurus Rukun Teta

n
uniuk melaksanakan - 883 dan Pengurus Rukun

a.

Warga berhewapban
Tugas Pokok Rukup

. T : _
dimaksud Pasal 7 Pcramracn(alg%%:ahda?m,[{m‘un Warga  scbagai mana

b. Keputusan Musyawarah Mufaka,

(2) Pengurus Rukun W arga berkewajiban untuk melaksanakan :

‘a.

Mengkoordinasikan kegjatan antar Rukun Tetangga-Rukun Tetangga
sectempat;

Membina dan mengawasi Kegiatan-kegiztan anggota dalam' Rukun
Tetangga dan Rukun Warga setempat;

Menyelesaikan Perselisihan antar Rukun Tetangga atau antar anggota
Rukun Tetangga setempat; :

Mcmbuat laporan tertulis mengenai suatu Kegiatzn yang dibiavai dani
dana Pemeiintzh Dacrah atau dana lainnya;

Melaporkan Hal-hal yang teradi dalam_masyaxaka( vang dianggap
perlu mendapat Penyelesaian oleh Kepala Kelurahan.

3) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun ‘.\’at'ga melaporkan segala
Kegiatan kepada anggota melalui Musyawarah Anggoia.

(1)

Pengurus Rukun Tetangga
perimbangan kepada Pengurus

Pasal 15

berhak menyampaikan saran-saran 'd.'ln
Rukun Warga mengenal hal-hal yang

P
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perhubungan  dengan  membanty |
pemerintahan, pembangunan dan kcm&vya:aihg:?n pelaksanaan  tugas

7y Pengurus Rukun  Warga berhak  menyampa;

(2) pcrtimbangan kepada Kepala Kclwahailam&aclﬁag‘;, ;ara;:;saran dan
bcrhut?ungan dengan membantu kelancaran Wy 1 laks-hal yang
Pemenintahan, PembangunandanKemasvamka(an_ i pelaksanaan tugas

Bagian Keempat
Masa Bhaktj

Pasal 16

\fasa Bhaku Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun W 5
M > arga adalah 5
(lima) tzhun s¢jak tanggal Pengesahan Camat atas nama Walikota, dan
dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya paling banyak untuk 2
(dua) kali pemuilihan benkutnya. ’

Pasal 17
Kerua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhent
sehelum habis masa bhaktinva dalem hal
a. Meninggal duma.

b. Atas permintaan sendirl.

Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan anggota

terhadap kepemimpinannya.

d. Tidak lagi memenuht s:alah satu syarat yang ditentukan dalam pasal
12 Peraturan Daerah 1ru.

¢. Pindah termpat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun

Warga yang bersangkuian.
f Sebab-scbab lain yang berientangan %
Perundang-undangan atau norma-noma
Pasal I8

C.

dengan ketentuan Peraturan
hidupan masyarakal.

bechenti, sebelum havis

: : . gan Rukun Warga Yansg oo Tugas sclama
) rrl:acst;ubllf;i\h’il:?\faTit;{gr;ﬁ? oleh Sckretans scbaga Pclaksana 1uga

wakn 6 (enzmi) bulan. : rugas Rukun
o ulan pc[aksam )
) ) Wakwu 6 (Cnm) b 1 Ketua Rukun
) le{aiir;g; an(gkmna tlirlll%\%;ng\\’argﬁ melaksanakan P emilthan
Tetangga dan Rukun Warga.
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: P
S A asal
(1) pcuap h bc{-ai\lh;rlplya a.sa . 19
Warga berke a?{lggannan sebelum | Ketua Rukun Tetano

. ib l{m bis masa b . tanx:ga ata
(7) mﬁlaporl\ann).a kaa da Lura?c.mbcﬂtahukal-‘ RCp:c;z}m“yj{n Ig(glut: RUkU:’:
2) Setia L ' = 4

pemb C?lct:ir;\.h’?cln;gantl?;\sa ooy Ketua  Ru
eWajiban memberighygy O habis masa  bhaiyl , 3
epada Cama. ukan kepada Anggota Warga dan ﬁlaptl:{ah
dn
BAB \1] .
MUSYAWARAH ANGGOT A
Pasal 20

(1) Musvawarah Rukun T
P gl o clangga dan Rukun W c .
_i[;nnusanaratan dan.pennufakalan aneoota daalrii mc:upmn Wadah
tangga dan Rukun Warea, 29 Inokungan Rukunp

N caTy 3 2
(2} Musyawarah §cbagmn1ana dimaksud ayat (1) pasal inj berfungsi untuk -
a. Meclengkapi Pengurus
b.  Menentukan dan merumuskan program Kerja.

Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus,

a.

Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada Rukun Tetangga‘
atau Rukun Warga.

(3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun-Warga untuk menentukan dan
mecrumuskan program atau kegiatan kerja diadakan sckurang-kurangnya
dua Kali dalam satu tahun.

.(4) Musvawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga scbagai mana dimaksu
ayzl (1) pasal ini dinyaiakan sah dan dapat tpcnct:ap};aln sm:atu keputusan
apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah Kepala kelvarga. et

- , 1 aksu

(5) Apabila tidak tercapai jumlah Kepala Keluarga S?bgnfalﬂ;m;usyawamh
avat (4) pasal 1 selama dl.L‘! %eﬁgﬁ;ﬁm Keputusan setelah
berkkutnya dianggap sah dan dapa ‘
mendengar pertimbangan Lurah. , :

sebagaimana _dimaksud 2

awarah / mufakat

yat (1) pasal ind
(6) Keputusan  musyawarah
ditetapkan berdasarkan musy
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“'arga dapat di .

ihak 1-: Peroleh dar pap

n ll llk la,ln ya“g hd . Meng; ,a? uan
(2) Pengelojaay kevangay gkat dan

dirna-kSUd » ya.ng dlp'Cf.Olﬁh d&n sumb . .
dilapark ag:éag)tg:tlsalﬂisn:cgm . uslrasikan secar :nistf bda:nwtr:;ntﬁr Vet
(2) huruf 4 pasal 14 Pcrahunna%a::,:?,a dlmNUd V3t (1) huruf ¢ dan gyq
' B AR v
KEKAYAAN
Pasal 22

KCRB}'aan Rukun Te

. a dan R W PII .
tertib dan teratyr sebagt;%ang invcmnis 83 diadministrasikan secara

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 23

Camat .atas nama Walikota dan Lurah melaksanakan pembmaan (:rthadap
organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai dava guna
dan hasil guna yang scbesar-besarnya.

, BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Rukun Tetangga dan Rukun Wa;'gadinyja
berdakunya Peraturan Dacrah 1, dunyaiitan
dan Rukun Warga menurut Peraturan

Pascal 25

» y dah 3d3
ukun Warpa yang SU Jank
ur gga dan Pengurus R ‘1 (etap menjalanxan
Penguris Rusan Tcml;lkunva Peraturan Dacrall\< :;?;Lali cd?tcntukan tain
pada saat mulas .bC;‘ obis  masa baktinya, ke | _
tugasnya sampat i
bcrdasirkan Peraturan Dacrah

' ( mulai
g telah ada pada saa
[}:{kan schagal Rukun 1etangea
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Pag 1
Dengan beraky al 26

nya
mengatur men ) Pcratura

: genai Ry Ini makg 8¢

}‘.clcnman lain Yang l{;‘:fl}tc;f;tangga dan Rukun th?gaa lécgzn{(l;‘:gn%aang
dinyatakan (jdak berlaky, ngan - dengan Peraturan  Dacrapy 1?11
Pasal 27

Hal-hal vane belum . d;

yang t - diatur  dalam Peraturan D ini i

o ' : n Daerah inj

o cgﬁft:lrg lckms pelaksanaanya  agaq diatur  lebih lam'uts cpg;_:ang
n Walikota Pekanbany ; -

Pasal 28
Peraturan Dacrah ini mula; berlaku scjak tanggal diundangkan.

~ Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memenntahkan  Pengundangan  Peraturan Dacrah ini  dengan
pPenempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditctapkandi : Pckanbaru
pada tanggal  : September 2002

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. HERMAN ABDULLAH
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Nomor -18 taliun 2002
Tanggal - '3 Otober 2002
Sen . D Nomor 16

Sekretars Daerah Kota
Cap/dto

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN i
Pembina Utama \{uda NIP. 0100851
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MENTET AC AN DITrs & ore
PENJELASAN PERA URAN DAER AT KOTA PEXANBARL)

Nomor : 12 Tahun 002

TEWTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUE U WARGA

PENTELASAN UNMUM,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeniniahan
Dacrah memben kewenangan yang luzs, nyvata dan bentanggung jawab
kepada Dacrah untuk menyclenggarakan Otonomi Dacrzh,

Kewenangan ferscbut diantaranya adalah  kewenangan hepala
Daerah menetapkan Peraturan Dacrah atas persetujuzn DPRID sesuai
pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Diterbitkznnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1999 merupakan kesediaan Pemerintzh” memberi kewenangan kepada
Dacrah, yakni mencabut beberapa Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 7 tzhun 1983 (entang Pembentukan 2T dzn RW.

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 ianggzl 10 Apnl 2001
member kewenangan kepada Daerah untuk menetzplan Peraturan
Daerah tentzng pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus,
hak dan kewajiban tugas dan fungsi masa bakti dzn syarat menjadi
pengurus RT/RW atau sebutan lain. .

Rukun Tetangea dan Rukun Warga merupakan organisasi vang
sangal diperlukan dalam kehidupan masyarakat, karenz organisasi Rukun
Tetansoa dan Rukun Warga dapat membantu —memantapkan
pcnvc?nggzraan Pemziiniahar, Pct‘:;]bang!tuwn t::zn hcnhlcz’.s_!'arakatar:
hucusnva penvelenzgaraan Pemerintzhan Kejurahan vang déruaya cun
hgzsul;‘;r?ml;il gufla membina  melestankan nﬂai-nﬂal_ kehudupan
masvarakat berdasarkan azas kegotong royongan dan kekeluargaan
meningkatkan peclayanan masyarakat dan kescjzhtcraan bersama.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Istilah untuk mempermudzh  penamazn dan

pusal keseragaman pengertian alas Peraturan Daerah
tni.
{ - Cukup jelas.
Pasal 2s/d @ ¢ £ j ’ )
Pasal 10 . Yang dimaksud deng2n Fetua RT dan RW -
asa . g
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Ayat (1) (147)

anggota RT dan
n
Kurangnya 3y PEMUngE  suas

sckurang.

bahwa calop K M Kepala }},(c:uarm adalah

" ! Ketua Rw Yang

. Urang-kuranpny,

Kepala Keluarga dap):'al
dan Ketua Rw.

11 ntuk memberikan suara;ﬁya‘:
Yakni Kepala Keluarga saj atay apabila hepala
cluarga berhalangan hadyr dapat diwakilj olch
Scorang anpoo(a Keluarpa Yang telah berumuyr
paling kurang 17 ke aqas #au telah kawin daq
terdaftar dalam Karu Keluarea,
Ayat (2)

t Yang  dimakagug dengan  penourus Rukun
Tetangga .dan Pengurys Rukgnn?\’ama adalah
gutm kf%a nlé\cm RT Ketua RW seguai

enga kebutuhan, p gues RT dan ngurus
RW ditunjuk oIchmchm:; terpilih p(:mc:l.alui
musyawarah / mufakat demgan angoota RT dan
angeota R\ Yang dmsakili olch Kepala
cluarga atay (okoh-tokoh masyarakat setempat

musyawarah  dengan welibatkan
Kurangnva % a

Pasal 11 s.d i3 | o Cubun jelae,

© Yang dimaksud masa balsg Reiua K dan Retua
RW 'S (lima) tahun dan dapat dipihh kembal,
untuk masa bak( benkuinya paling banyak
untuk 2 (dua) Kali pemiidan nenkatava adalah

cKeta RT dan [fewa RW ang usiauva
saat pemilihan sc:tingpj-\ing@,_in_\'.\ 45 tahur
1 {satu) kali pemiiihan enrutnya bagi Ketwa
RT dan Fetwa RW yang, usianya lebeih dan 45
tahun atau bagi Ketua RY dan Ketua RW apar
segera menyerahkan jnhnl.}nn_\'a ) L‘cpad':l_
Schretaris untuk proses pemiliharn Ketua R'|
dan Ketua RW baru

: Cukup jelas.

pada
dan

Pasal 17 gid 28
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